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Perkara pemerkosaan disertai pencurian yang dilakukan oleh Oknum Militer di lingkungan 
Pengadilan Militer III-16 Makassar. Adapun sub utama masalah dari penelitian ialah 1) 
Bagaimana proses penyelesaian perkara pencurian disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh 
anggota militer? 2) Bagaimana tindakan satuan militer terhadap pelaku pencurian yang 
disertai pemerkosaan ? Serta bagaimana pertimbangan hakim militer terhadap kasus tersebut!. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara pemerkosaan disertai 
pencurian yang dilakukan oleh oknum Militer memiliki  badan peradilan tersendiri yakni pada 
Pengadilan Militer. Pelaku atau terdakwa yang mana adalah seorang oknum militer telah 
terbukti bersalah di hadapan hakim serta telah dijatuhkan hukuman pidana penjara kurungan 3 
tahun dan pidana tambahan dari dinas Kemiliteran yakni Pemecatan yang sifatnya permanen. 
Kata Kunci: Pemerkosaan, Pencurian, Anggota Militer 
 
Abstract 
The rape case was accompanied by theft committed by a Military Person within the Makassar 
Military Court III-16. The main sub problems of the study are 1) What is the process of 
resolving the theft case accompanied by rape by members of the military? 2) What are the 
actions of the military unit against the perpetrators of theft accompanied by rape? As well as 
how the military judge's consideration of the case !. The results of this study indicate that in 
the settlement of rape cases accompanied by theft carried out by military personnel, it has its 
own judicial body namely the Military Court. The perpetrators or defendants who were a 
military person have been proven guilty before a judge and have been sentenced to 3 years 
imprisonment and additional crimes from the Military service namely permanent dismissal.  
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Pemerkosaan adalah suatu kejahatan asusila yang terjadi ketika seorang manusia telah 
memaksakan keinginannya terhadap manusia lain dengan paksa yang menyebabkan 
kerugian mental serta fisik. Perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan. 
Kejahatan perkosaan saat ini telah menimpa semua kalangan baik perempuan di bawah 
umur (anak-anak) maupun dewasa. Perkosaan juga telah terjadi diberbagai tempat serta 
berbagai kondisi yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan niat jahatnya.   
Secara teori hokum pidana, pencurian adalah mengambil sesuatupemilik.1 Perbuatan 
pencurian itu dapat diuraikan antara lain pencurian biasa dengan hukuman pidana 
ringan, pencurian dengan hukuman pidana berat dan pencurian disertai tindak kekerasan. 
Pencurian  biasa dengan hukuman pidana ringan adalah suatu perbuatan mengambil 
barang milik orang lain tanpa diketahui  oleh pemilik serta hasil dari curian memiliki 
nilai jual rendah atau murah, sedangkan pencurian dengan hukum pidana berat adalah  
mencuri hak orang lain untuk menjadi milik pribadi, dan pencurian disertai kekerasan 
ialah kejahatan terhadap barang dan menyiksa dengan jalan kekerasan yang membuat 
orang luka atau mati. Didalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan 
kekerasan itu bisa disebut pembegalan,perampokan, penodongan, apabila dilihat dari 
cara si pelaku dalam melakukan pencurian tersebut. 
Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian 
hukum guna menciptakan kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera adalah  melalui 
peradilan Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diganti oleh Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lalu pada ketentuan 
tesebut telah beberapa kali mengalami perubahan sehingga untuk oknum yang membawa 
senjata memiliki lemabaga yang telah ditunjuk oleh UU untuk menyerahkan perkara. 
 
B. Metode Penelitian 
                                                 
1. https://id.wikipedia.org/wiki/.com (diakses 16 september 2019 17:50) Pengertian Pencurian,Anonim,  
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Penelitian tersebut termasuk sebagai penelitian lapangan atau field research kualitatif, 
dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari hasil 
wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut. Adapun pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan secara kualitatif yaitu, 
penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dikatakan 
responden secara tulisan maupun lisan, perilaku yang nyata, yang diteliti serta dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting bagi 
penelitian tersebut dan diperlukan secara optimal. Peneliti sebagai salah satu instrument 
penting yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi obyek 
yang harus diteliti.2 
Dalam penyusunan tulisan ini, peneliti telah memilih lokasi penelitian yaitu di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar. Lokasi ini dipilih sebab dari hasil pengamatan 
peneliti telah menemukan adanya perkara poligami dengan cara nikah siri dipengadilan 
militer III-16 Makassar. Selain itu, dipengadilan militer III-16 ini dapat memudahkan 
peneliti dalam memperoleh data-data. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Proses Penyelesaian Perkara Pencurian Disertai Pemerkosaan Yang Dilakukan 
Oleh Anggota Militer 
Dalam menyelesaian suatu perkara pidana diperlukan suatu tata cara tersendiri dan 
dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk dalam undang-undang. Ketika 
seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan ditangkap, ditahan, dieselidiki 
serta ditindak lanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan 
tindakannya itu. 
Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, 
apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang 
                                                 
2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet.III; Jakarta: UI Press, 1996) h 37. 
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Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian 
yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi safe beaven, bagi para 
anggota militer yang melakukan tindakan kriminal. Yang dimaksud dengan hukum 
militer ialah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang 
berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam 
keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang atau serangkaian 
ketentuan hukum yang terkait dan berpengaruh dengan kepentingan pertahanan 
negara.3 
Dalam hal ini perlu kita ketahui juga istilah-istilah yang merupakan bagian dari 
proses penyelesaian perkara militer di Indonesia diantaranya:4 
1. Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, 
sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan 
peradilian militer. 
2. Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungn 
peradilan militer. 
3. Ankum, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai 
wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit 
yang berada dibawah wewenang komandonya menutut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  
4. Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara 
pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI 
merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara 
organik bertugas di lingkungan angkatan. Papera dijabat serendah-rendahnya Dan 
Rem/Dan Brigit (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU).  
5. Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer. 
6. Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau 
kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
                                                 
3Brigjen TNI H.A. Afandi, Faktor-faktor Non  Hukum dalam Kasus Militer, 2004,  hal. 6 
4Amiroeddin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 7 
Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian  




QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 133 
tentang telah atau sdang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.  
7. Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang 
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum 
seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan.  
8. Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih 
atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. 
9. Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik 
TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, 
atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang. 
10. Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan 
perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan 
menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang.  
11. Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat 
menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer. 
12. Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, 
yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana.  
13. Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang 
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum. 
14. Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan dia alami sendiri.  
15. Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keternagan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.  
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16. Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan.  
17. Penasehat hokum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan 
hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang.  
18. Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam 
lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
19. Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur 
untuk tidak menerima putusan pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir 
atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding 
atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan 
permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh 
kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 
 
2. Pertimbangan Hakim Militer Terhadap Kasus Pencurian Yang Disertai 
Pemerkosaan 
Adapun isi dalam Putusan dari perkara Pemerkosaan disertai pencurian yang 
dilakukan oleh ANDREAS REFO dengan pangkat Praka, yang bertugas di Hubdam  
XII/Merdeka Manado, dengan nomor perkara NOMOR : 38-K/PM III-
16/AD/III/2018. Yakni terdakwa didakwa atas Pasal 285 KUHP tentang 
pemerkosaan, Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pencurian, Pasal 26 KUHPM, Pasal 
190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer, setelah Majelis Hakim menimbang maka diputuskan 
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Penyelesaian perkara pidana dalam hal ini merupakan seorang anggota militer yang 
berdinas di Hubdam  XII/Merdeka Manado, memiliki mekanisme  yang telah di tetapkan 
didalam UU. Dalam putusan perkara pemerkosan disertai pencurian di lingkungan 
Pengadilan Militer III-16 Makassar, Majelis Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan 
UU yang dikenakan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, Pasal 368 (ayat 1) tentang 
pencurian, Pasal 26 KUHPM. Selain dari hukuman yang diberikan majelis Hakim 
terdakwaa seharusnya menemui korban untuk memberikan ucapan minta maaf telah 
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